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ABSTRAK 

 

Internet telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi elektronik dan informasi 

untuk berbagai tujuan, seperti berselancar, mencari berita dan informasi, mengirim email, 

berbicara di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Perkembangan teknologi telah 

melahirkan banyak aplikasi online, salah satunya menimbulkan masalah bagi pengguna 

Shopee: Shopee yang telah menerapkan fungsi “Shopee Paylater” atau bisa dibilang “beli 

sekarang, bayar nanti”. Perdagangan juga menggunakan internet, terutama pembelian online 

melalui pasar. Fitur Paylater ini sekarang sangat disukai oleh orang-orang karena 

memungkinkan mereka melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari. 

Bunga yang ditawarkan oleh sistem ini juga cukup murah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menggunakan Shopee Paylater, seperti 

bagaimana pengaturan paylater pada aplikasi Shopee Paylater, bagaimana paylater 

dilaksanakan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukum 

yang diberikan kepada pengguna Paylater apabila terjadi masalah dengan layanan Shopee. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT. 

Commerce Finance selama proses pembelian.Para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dan 

kewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkan 

persetujuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee bertanggung 

jawab untuk melindungi konsumennya. Dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi, Shopee melanggar keamanan 

jaringan yang sudah ada. Ketentuan ini merupakan dasar untuk pengaturan sistem paylater. 

 

Kata Kunci: Perjanjian,Perlindungan Hukum Pengguna Shopee Paylater.
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Pendahuluan 

Internet telah banyak digunakan 

sebagai saluran informasi dan 

komunikasi elektronik untuk berbagai 

tujuan, termasuk berselancar, mencari 

data dan berita, saling mengirim email, 

mengobrol di situs jejaring sosial, dan 

bahkan berdagang. Akses internet juga 

dimanfaatkan untuk perdagangan, 

khususnya untuk pembelian secara 

online melalui marketplace.1 

Pasar, sebuah pasar virtual 

(nyata) di mana pembeli dan penjual 

bertemu untuk melakukan transaksi, 

muncul sebagai akibat dari tuntutan 

kemajuan zaman tersebut. Sebagai pihak 

ketiga yang membantu pelaku jual beli, 

pasar memiliki berbagai ketentuan yang 

berlaku. Beberapa tahun terakhir, 

layanan belanja online melalui pasar 

telah menjadi sangat populer. Pasar 

adalah platform di mana penjual dapat 

melakukan bisnis dan bertransaksi 

barang atau jasa tanpa harus bertemu 

dengan pembeli secara langsung. Produk 

yang dijual hanyalah gambar atau 

deskripsi yang menjelaskan spesifikasi 

produk.2 

Shopee adalah pasar yang sangat 

populer di kalangan remaja dan dewasa 

saat ini. Shopee adalah platform belanja 

online seluler yang memungkinkan 

 
1https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-

paylater. diakses pada tanggal 27 Oktober 2019. 

pelanggan untuk mencari, membeli, dan 

menjual barang langsung di ponsel 

mereka tanpa menggunakan komputer. 

Dalam aplikasi Shopee, beberapa metode 

pembayaran digunakan untuk setiap 

transaksi pembayaran saat pembelian 

suatu produk, antara lain transfer bank 

yaitu. transfer Bank dilakukan dengan 

metode yang berbeda. Ini termasuk 

pembayaran melalui transfer virtual atau 

manual ke rekening bank Shopee. Bayar 

langsung di toko seperti Alfamart atau 

Indomaret; atau gunakan kartu kredit atau 

debit online. 

Selain metode pembayaran saat 

ini, Shopee juga memperkenalkan metode 

pembayaran baru yaitu Shopee 

Paylater. Seperti namanya, fitur Paylater 

memungkinkanpelanggan memanfaatkan 

layanan dan fasilitas sambil membayar di 

penghujung hari. Keberadaan dan 

kemajuan teknologi dirasa membuat 

segalanya menjadi lebih mudah. Metode 

pembayaran atau item layanan keuangan 

yang berbeda telah muncul di era digital 

kontemporer yang memudahkan 

pelanggan untuk berbelanja. Kartu kredit 

bank bukan lagi satu-satunya alat 

pembayaran, meski terus ada. terutama 

mengingat meluasnya penggunaan 

teknologi keuangan saat ini.  

De ingan adanya fiitur PayLateir 

2https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-

konsumen/. diakses pada tanggal 19 Mei 2023. 

https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater
https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater
https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/
https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/
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atau seiriing diiseibut deingan paylateir, 

fiinteich kiinii mulaii populeir. PayLateir 

meimungkiinkan iindiiviidu untuk 

meilakukan peimbeiliian ciiciilan baiik 

barang maupun jasa tanpa meinggunakan 

kartu kreidiit. PayLateir meimungkiinkan 

orang meimbeilii barang dan jasa deingan 

di iciiciil tanpa meinggunakan kartu kre idiit. 

Teintunya deingan adanya fiinteich 

i inii akan meimudahkan seimua orang 

untuk beirtransaksii. Jadii kreidiit iinii juga 

di ilayanii dii fiinteich. Fungsi i PayLateir 

se imakiin populeir, kareina fungsii 

pe imbayaran PayLateir dapat diigunakan 

untuk meimbayar "nantii" untuk beirbagaii 

transaksii mulaii darii keibutuhan seiharii-

harii se ipeirtii beilanja onliinei hiingga 

meimbayar beilanjaan, keibutuhan 

pe irjalanan seipeirtii meimbeilii tiikeit 

pe isawat, meimeisan hoteil dan meingiisii 

pakeit data iinteirneit. 

Tiidak diiragukan lagii, apliikasii 

PayLateir iinii meimiiliikii syste im yang miiriip 

de ingan kartu kreidiit. Beilii seikarang, bayar 

nantii adalah konseip utama darii fiitur 

pe imbayaran modeirn iinii. Kareina 

ke imajuan teiknologii systeim peimbayaran 

di i siitus ei-commeircei raksasa seipeirtii 

Tokopeidiia, Shopeiei, Traveiloka, 

Bukalapak, Kreidiivo, Akulaku, Gojeik, 

dan lai innya, fiitur PayLateir meinjadii 

sangat popule ir deingan ceipat. Deingan 

 
3 Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah, "Penyelesaian 

Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang 

de imiikiian, banyak orang teilah mulaii 

meinggunakannya dan me irasakan 

manfaatnya. 

Kare ina ada fi itur ciici ilan kartu 

kre idiit diigiital PayLateir, orang se ikarang 

dapat meimiiliikii keimampuan untuk 

meimeinuhii seimua keiiingiinan dan 

ke ibutuhannya, seipeirtii meimbeilii seimua 

ke ibutuhan meireika and meilakukan 

pe irjalanan tanpa harus me inunggu atau 

tiidak meimiiliikii dana yang cukup. Biisa 

di ibiilang fiitur PayLateir meinjadii piiliihan 

pe imbayaran populeir saat iinii. 

Se ibagaiimana diilaporkan oleih siitus we ib 

meidiia CNBC I indoneisiia, PayLateir miiriip 

de ingan meitodei peimbayaran kartu kreidiit 

di i mana peingguna meimbayar tagiihan 

meirchant teirle ibiih dahulu seibeilum 

meimbayar apliikasii. Deingan fiiturnya, 

PayLateir meinjadii meitodei peimbayaran 

yang leibiih eifiisiiein dariipada bank.3 

Dalam beibeirapa waktu teirakhiir, 

fi itur PayLateir teilah meinjadii salah satu 

trein yang paliing diisukaii oleih geineirasii 

muda. Beibeirapa peirusahaan apliikasii 

be isar beiriiklan dii platformnya, 

meinawarkan kreidiit tanpa kartu kreidiit 

de ingan keiuntungan seirupa fasiiliitas beilii 

se ikarang bayar beilakangan juga dapat 

di igunakan untuk meimbeilii makanan, 

transportasii seiharii-harii, dan banyak hal 

laiin yang beirkaiitan deingan konsumsii. 

Berbasis Teknologi Informasi (Financial 

Technology)." Journal of Islamic Business Law 4, no. 

3 (2020). 



Jurnal Judiciary 
Vol. 12 Issue. 1 (2023) ) 

82  

PayLateir mungkiin meinjadii cara 

yang leibiih mudah dan nyaman bagii 

orang-orang untuk meindapatkan kreidiit 

tanpa kartu. Kareina iitu, peingajuan kartu 

kre idiit biiasanya meimeirlukan beibe irapa 

langkah yang siingkat. Untuk 

meinghiindarii utang dan ciiciilan yang 

be irat, peingguna harus meimahamii fiitur 

PayLateir deingan baiik. Peingeimbangan 

fi itur iinii dapat meini ingkatkan piiliihan 

pe ingguna kareina banyaknya piihak yang 

teirliibat, teirmasuk peirbankan. Fiitur 

pe imbayaran iinii teintunya mampu 

meiniingkatkan iinklusii keiuangan 

Iindoneisiia jiika diigunakan deingan hatii-

hatii.4 

Shope iei Paylateir se imakiin 

populeir kareina fiitur bayar nantii yang 

meimudahkan beirbeilanja onliinei iinii 

sangat diisukaii oleih para peikeirja yang 

meinunggu gajii saat meire ika peirlu 

meimeinuhii keibutuhan atau keiiingiinan 

meireika. Iinii kareina, diibandiingkan 

de ingan meindapatkan kartu kreidiit, yang 

meimeirlukan waktu lama dan proseis 

yang rumiit. Peingguna fiitur Shopeiei 

Paylateir se iriing meingalamii konseikueinsii 

hukum kareina peimbayaran peinunggakan 

yang teirtunda. Iinii diimulaii deingan 

adanya hubungan antara subjeik hukum 

satu sama laiin, yang seituju untuk 

 
4 Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi 

Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (BW)”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No. 1, 

(Januari – Juni 2017), hal. 16. 

meinciiptakan hubungan hukum seisuaii 

de ingan peiraturan hukum. teirbongkar 

i ideintiitas peingguna. 

Hubungan hukum me irupakan 

hubungan antara dua subjeik atau leibiih, dii 

mana hak dan keiwajiiban suatu piihak 

be irteimu deingan hak dan keiwajiiban piihak 

laiin. Hukum se ibagaii hiimpunan 

pe iraturan-peiraturan meingatur hubungan 

sosi ial.5 

Pe imbayaran akhiir bulan atau awal 

bulan meinjadii leibiih mudah bagii banyak 

pe ingguna yang meinggunakan Shopeiei 

Paylateir. Peingguna teirseibut meinyatakan 

bahwa meireika teirgoda untuk be irbeilanja 

onliinei kareina adanya piiliihan kreidiit dan 

paylateir. Namun, bukannya meimbayar 

se ibeilum jatuh teimpo yang diiteintukan, 

pe ingguna iitu justru tak biisa 

meimbayarnya hiingga meinumpuk dalam 

satu tahun. Peingguna fiitur paylateir 

teirseibut meingaku meimi iliikii utang kreidiit 

paylateir deingan masa jatuh te impo. 

Ke indeila laiinnnya peingguna meingalamii 

be ibeirapa kalii meimbuka.apliikasii iinii teitapii 

akun meingalamii keindala iideinti itas yang 

se iharusnya miiliiknya tiiba-tiiba atas nama 

orang laiin yang bahkan tiidak keinal.  

Di i dalam keibiijakan piihak shopeiei 

tiidak akan me impubliikasiikan iideintiitas 

pe ingguna teitapii sii peingguna seiriing 

5Willa Wahyuni. “Mengenal Apa Itu Hubungan 

Hukum”.https://www.hukumonline.com/berita/a/men

genal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/. 

diakses pada tanggal 01 Agustus 2022. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/
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be ibeirapa kalii me ingalamii keindala 

i ideintiitas teirtukar.beirakiibat teirseibar. 

Pe irmiintaan data priibadii konsumein pada 

dasarnya diipeirlukan seilama proseis 

pi injaman Shopeiei Paylateir.untuk meiniilaii 

calon peimiinjam dan meimastiikan 

bahwa.orang yang namanya teircantum 

dalam apliikasii adalah orang yang 

se ibeinarnya. Namun, pada keinyataannya, 

i informasii teirseibut se iriing diisalahgunakan 

untuk meimbuat orang takut ke itiika 

pe imbayaran tiidak di ibayar. Seilaiin iitu, 

dalam be ibeirapa kasus, akse is kontak 

konsume in juga diigunakan untuk 

meilakukan peinagiihan deingan 

meinghubungii kontak teirseibut. 

Aki ibatnya, peimiinjam meinjadii leibiih 

teirteikan kareina.siikap koleiktor te irhadap 

orang-orang dii seikiitarnya. 

    Kajian Pustaka 

1. Teori Perlindungan Hukum 

De ingan hadiirnya hukum dalam 

ke ihiidupan beirmasyarakat, masuk akal 

untuk meingiinteigrasiikan dan 

meingkoordiinasiikan keipe intiingan-

ke ipeintiingan yang biiasanya saling 

be irteintangan. Oleih kareina iitu, hukum 

harus mampu meingiinteigrasiikan 

meireika untukmeimiiniimalkan konfli ik 

ke ipeintiingan. Peirliindungan hukum 

teirdiirii darii dua kata, yaiitu 

 
6Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, 

Yogyakarta, 2005, hal. 40. 
7Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 

2014, hal. 74. 

pe irliindungan dan hukum. Kata 

pe irliindungan meinurut Kamus Beisar 

Bahasa Iindoneisi ia diiartiikan se ibagaii 

teimpat beirliindung, hal (peirbuatan dan 

se ibagaiinya) yang meiliindungi i. 

Se idangkan iistiilah hukum meinurut 

Soe idiikno Meirtokusumo iialah 

ke iseiluruhan peiraturan teintang tiingkah 

laku yang beirlaku dalam suatu 

ke ihiidupan beirsama, yang dapat 

di ipaksakan peilaksanaannya deingan 

suatu sanksi i. 6 

Pe irliindungan hukum adalah 

meimbeiriikan peingayoman keipada hak 

asasi i manusiia yang diirugiikan ole ih 

orang laiin dan peirliindungan teirseibut 

di ibeiriikan keipada masyarakat agar 

meireika dapat meiniikmatii seimua hak-

hak yang diibeiriikan oleih hukum.7 

Pe irliindungan hukum meirupakan 

pe irliindungan akan harkat dan martabat, 

se irta peingakuan teirhadap hak-hak asasii 

manusiia yang diimiiliikii oleih subye ik 

hukum beirdasarkan ke iteintuan hukum 

darii keiseiweinangan atau se ibagaii 

kumpulan peiraturan atau kaiidah yang 

akan dapat meiliindungii suatu hal darii 

hal laiinnya. 8 

Me inurut Muktiiei A. Fadjar, 

pe irliindungan hukum meirupakan 

pe inyeimpiitan arti i darii pe irliindungan, 

8Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi 

Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 

25. 
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dalam hal iinii hanya peirliindungan ole ih 

hukum saja. Peirliindungan yang akan 

dan teilah diibe iriikan oleih hukum, te irkaiit 

pula deingan adanya hak dan 

ke iwajiiban, dalam hal iinii yang diimiiliikii 

oleih manusiia seibagaii subyeik hukum dii 

dalam iinteiraksiinya deingan seisama 

manusiia seirta liingkungannya. Se ibagaii 

subye ik hukum, manusiia meimiiliikii hak 

dan ke iwajiiban untuk me ilakukan suatu 

tiindakan hukum.9 

Pe irliindungan hukum 

meirupakan seigala upaya pe imeinuhan 

hak dan peimbeiriian bantuan untuk 

meimbeiriikan rasa aman keipada sanksii 

dan/atau korban, peirliindungan hukum 

korban seibagaii bagiian darii 

pe irliindungan masyarakat dapat 

di iwujudkan dalam beirbagaii beintuk, 

yaiitu meilaluii peimbeiriian reistiitusi i, 

kompeinsasii, peilayanan me idiis dan 

bantuan hukum.10 

Pe irliindungan hukum yang 

di ibeiriikan keipada subyeik hukum kei 

dalam beintuk peirangkat baiik yang 

be irsiifat preiveintiif maupun yang 

be irsiifat reipreisiif, se irta baiik yang li isan 

maupun yang teirtuliis. De ingan kata lai in 

dapat diikatakan bahwa pe irliindungan 

hukum diiliihat seibagaii suatu gambaran 

 
9http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-

hukum-menurut-para-ahli.diakses pada tanggal 04 

Januari 2023. 
10 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata 

Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2014, 

hal. 289. 

teirseindiirii darii fungsi i hukum iitu seindiiri i, 

yang meimiiliikii konseip bahwa hukum 

meimbeiriikan suatu keiadiilan, keite irtiiban, 

ke ipastiian, keimanfaatan dan 

ke idamaiian.11 

Pe irliindungan hukum beirtujuan 

untuk meincarii keiadiilan. Keiadiilan 

di ibeintuk oleih peimiikiiran yang beinar, 

di ilakukan seicara adiil dan jujur seirta 

be irtanggung jawab atas tiindakan yang 

di ilakukan. Rasa keiadiilan dan hukum 

harus di iteigakkan beirdasarkan hukum 

posi itiif untuk meineigakkan keiadiilan 

dalam hukum se isuaii deingan reialiita dii 

masyarakat yang meingheindakii 

teircapaiinya masyarakat yang aman dan 

damaii. Keiadiilan harus diibangun seisuaii 

de ingan ciita hukum dii dalam neigara 

hukum dan bukan neigara ke ikuasaan. 

1. Teori Perjanjian 

Ke ipastiian hukum dapat 

di iartiikan seibagaii keijeilasan norma 

se ihiingga dapat diijadiikan se ibagaii 

pe idoman bagii masyarakat. Meinurut 

Hans Kalse in, hukum iitu adalah siisteim 

norma. Norma adalah peirnyataan yang 

meineikankan teintang aspeik 

"se iharusnya" (das sollein), yang diiseirtaii 

de ingan beibeirapa teintang apa yang 

harus di ilakukan. Undang-undang yang 

11http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan

-hukum.diakses pada tanggal 4 Januari 2023  

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli
http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum
http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum
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be iriisiikan peiraturan yang beirsiifat 

umum akan meinjadii peidoman bagii 

i indiiviidu untuk beirtiingkah laku dalam 

masyarakat, baiik hubungan seicara 

i indiiviidu maupun seicara masyarakat. 

Pe iraturan teirseibut akan meinjadii 

batasan bagii masyarakat seihiingga 

dalam peilaksanaan aturan teirseibut 

akan meiniimbulkan keipastiian hukum.12 

Iistiilah peirjanjiian me irupakan 

teirjeimahan darii kata oveireieinkomst 

(Be ilanda) atau contract (i inggriis), ada 

dua macam te iorii yang meimbahas 

teintang peingeirtiian peirjanjiian, yaiitu 

teiorii lama dan teiorii baru. Meinurut 

teiorii lama, yang diiseibut peirjanjiian 

adalah peirbuatan hukum be irdasarkan 

kata seipakat untuk meini imulkan akiibat 

hukum. Lalu, meinurut teiorii baru yang 

di ikeimukakan ole ih Van Dunnei, yang 

di iartiikan deingan peirjanjiian, adalah : 

“Suatu hubungan antara dua pi ihak atau 

leibiih be irdasarkan kata seipakat untuk 

meiniimbulkan akiibat hukum.”13 

Be irdasarkan Pasal 1313 

KUHPe ir pe irjanji ian adalah suatu 

pe irbuatan deingan mana satu orang 

atau le ibiih meingi ikatkan diiriinya 

teirhadap satu orang atau le ibiih. 

Me inurut R. Subeiktii, peirjanjiian adalah 

suatu pe iriistiiwa diimana seiseiorang 

 
12Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek 

Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan 

Perdata", Jurnal Media hukum dan Peradilan, Agustus 

2019, diakses di 

be irjanjii keipada orang lai in atau dii mana 

dua orang iitu saliing beirjanjii untuk 

meilakukan se isuatu dan darii peiriistiiwa 

i inii tiimbul hubungan peiriikatan. Darii 

pe ingeirtiian iinii dapat diime ingeirtii bahwa 

pe irjanjiian meirupakan suatu peirbuatan 

hukum yang meiliibatkan dua siisii. Salah 

satu siisii meimbeiriikan peinawaran dan 

si isii yang satunya seibagaii peineiriima 

yang meine iriima peinawaran yang 

di iajukan teirseibut. Deingan deimiikiian, 

ke idua si isii beirseipakat atau se ituju untuk 

meilakukan suatu peirbuatan yang 

nantiinya dapat meiniimbulkan akiibat 

hukum. Keidua siisii saliing meingiikatkan 

di irii satu deingan yang laiinnya. 

Ke iseipakatan yang teirjadii harus 

di inyatakan oleih masiing-masi ing siisii 

se icara teigas, bukan seicara diiam-diiam, 

harus be ibas darii peingaruh atau teikanan 

se ipeirtii: paksaan; keikhiilafan; dan 

pe iniipuan. 

2. Teori Perjanjian 

Peinyeileisaiian seingkeita adalah 

peinyeileisaiian kasus antara satu piihak 

deingan piihak laiinnya. Peinyeileisaiian 

seingkeita teirdiirii darii dua meitodei, yaiitu 

proseidur yudiisiial (iin court) dan 

eixtrajudiiciial proceidurei (out of court). 

Dalam tata cara peinyeileisaiian seingkeita 

dalam seingkeita meirupakan upaya teirakhiir 

http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy 

Harvono Djojorahardjo.pdf. 
13Salim HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis 

(BW)”, Sinar Grafika, 2006, hal. 161. 
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(last reisort) bagii para piihak yang 

beirseingkeita seiteilah tata cara 

peinyeileisaiian seingkeita beilum 

meimbuahkan hasiil. .14 

Beintuk ADR/APS dalam UU 

Arbiitrasei dan Alteirnatiif Peinyeileisaiian 

Seingkeita No. 30 Tahun 1999 adalah 

konsultasii, neigosiiasii, meidiiasii, konsiiliiasii 

atau eixpeirt judgmeint. Artii darii masiing-

masiing jeiniis ADR/APS tiidak diiatur 

dalam UU No. 30/1999. Seidangkan 

arbiitrasei diikeicualiikan darii ruang liingkup 

ADR/APS dan diideifiiniisiikan teirseindiirii 

dalam dalam UU No. 30/1999. Deifiiniisii 

iinii diidasarkan pada peirjanjiian arbiitrasei 

yang diitandatanganii seicara teirtuliis oleih 

para piihak yang beirseingkeita.15  

Dii dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 teintang 

Arbiitrasei dan Alteirnatiif  Peinyeileisaiian 

Seingkeita meinjeilaskan bahwa 

peinyeileisaiian seingkeita dii luar peingadiilan 

meingeinal adanya cara arbiitrasei yaiitu 

peinyeileisaiian suatu seingkeita peirdata dii 

luar peingadiilan yang dii dasarkan pada 

peirjanjiian arbiitrasei yang diibuat seicara 

teirtuliis oleih para piihak yang 

beirseingkeita. Beirdasarkan Undang-

undang Alteirnatiif Peinyeileisaiian Seingkeita 

dan Arbiitrasei No. 30 Tahun 1999, dalam 

 
14Rifqani Nur Fauziah Hanif, " Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa", dalam 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-

artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-

Sengketa.html. diakses tanggal 30 Desember 2022. 

Pasal 1, No. 10, Alteirnatiif Peinyeileisaiian 

Seingkeita adalah leimbaga yang 

meinyeileisaiikan peirseiliisiihan atau 

peirbeidaan peindapat meilaluii proseidur 

yang diiteitapkan oleih piihak-piihak yang 

beirseipakat, yaiitu peinyeileisaiian dii luar 

peingadiilan. meilaluii konsultasii, neigosiiasii, 

meidiiasii, meidiiasii atau peiniilaiian ahlii. 16 

     Metodologi 

Pada peineiliitiian peinuliisan skriipsii iinii 

pe inuliis akan meinggunakan jeiniis 

pe ineiliitiian eimpiiriis. Pe ingeirtiian eimpiiriis 

be irdasarkan Sugiiyono adalah suatu 

meitodei peingamatan yang diilakukan 

meinggunakan iindra manusiia. Seihiingga 

hasi ilnya, meitodei yang diigunakan tadii 

juga biisa diikeitahuii dan diiamatii oleih orang 

laiin yang iingiin meilakukannya. 

Me inggunakan meitodei deiskriiptiif 

kualiitatiif yaiitu suatu peindeikatan yang 

be irtujuan untuk meinde iskriipsiikan 

pe irseipsii siiswa teirhadap peinggunaan 

Shope iei PayLate ir. Peineiliitiian kualiitatiif 

adalah peineiliitiian eimpiiriis yang beirsiifat 

de iskriiptiif dan ceindeirung meinggunakan 

analiisiis. Dalam peineiliitiian kualiitatiif i inii, 

fokusnya adalah pada proseis dan 

pre ifeireinsii atau pandangan subje ik. 

 

 

15 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata 

Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2014, 

hal. 289. 
16Ibid. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html
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       Pembahasan 

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengguna 

Paylater. 

Pe ilaksanaan peingguna Paylateir 

meileiwatii seibuah peirjanjiian, peirjanjiian 

i itu seindiirii artiinya peingaturan hukum 

yang meiliibatkan dua pi ihak atau leibiih dii 

mana salah satu pi ihak meimbuat 

komiitmein untuk meilakukan seisuatu, 

juga diikeinal se ibagaii salah satu sumbeir 

pe iriikatan. Iistiilah “peirjanjiian” 

di iteirjeimahkan darii bahasa Beilanda 

dalam keipustakaan hukum peirdata 

Iindoneisiia, khususnya darii kata 

“oveireieinkomst” dalam keiteintuan Pasal 

1313 KUH Pe irdata. Apalagii banyak 

yang meineirjeimahkannya deingan baiik.  

Syarat Sah Pe irjanjiian, suatu 

ke iabasahan peirjanjiian meirupakan pokok 

pe intiing dalam hukum peirjanjiian. Pada 

pe ilaksanaan iisii darii peirjanjiian yaiitu 

pe imeinuhan hak dan keiwajiiban, 

pe inuntutan hanya dapat di ilakukan.oleih 

pi ihak satu kei piihak laiinnya apabiila 

pe irjanjiian yang diibuat sah meinurut 

hukum. Ke iseipakatan yang teirtuang dii 

dalam suatu pe irjanjiian kareinanya 

meinjadii aturan yang domiinan bagii piihak 

yang meinutup peirjanjiian. 

Me inurut R. Soeiroso status 

hukum dapat diibuktiikan deingan cara-

cara seibagaii be iriikut: :  

a. Suatu pi ihak teilah meindeiriita keirugiian 

langsung se ibagaii akiibat darii undang-

undang atau masalah te irteintu, dan 

ke irugiian iitu akan teitap ada, keicualii jiika 

pe ingadiilan teilah campur tangan deingan 

meimbeiriikan gantii rugii, meineimukan 

bahwa undang-undang teirseibut tiidak 

be irlaku untuk piihak teirseibut, atau 

hukum teilah diinyatakan tiidak sah akan 

batal deimii hukum. 

b. Jaksa tiidak diirugiikan seicara langsung, 

teitapii meireika meimiiliikii hubungan yang 

langgeing deingan suasana yang 

meinyeibabkan keirugiian teirseibut, dan 

jiika diibi iarkan, keirugiian teirseibut dapat 

meimpeingaruhii orang laiin yang tiidak 

dapat meimiinta bantuan darii si isteim 

pe iradiilan. 

c. Suatu piihak diitugaskan peiran oleih 

hukum. Status hukum kontrak dalam 

si isteim Shope iei Paylateir adalah bagiian 

darii kontrak dan beirtiindak seibagaii 

pi injaman dii sana baiik untuk peimbeirii 

pi injaman maupun peimiinjam.  

Dalam hal iinii, tiidak ada kontrak 

teirtuliis atau seirtiifiikat yang diikeiluarkan 

oleih peijabat yang beirweinang yang 

diigunakan untuk kontrak teirseibut, 

meilaiinkan kontrak eileiktroniik yang 

seilanjutnya diiseibut siisteim P2P. P2P (Peieir 

to Peieir Leindiing) adalah peinyeidiia layanan 

keiuangan yang meimpeirteimukan peimbeirii 

piinjaman dan peimiinjam untuk 

meinyiimpulkan peirjanjiian piinjaman 

seicara langsung dalam siisteim eileiktroniik 

meilaluii Iinteirneit. Meinurut siisteim P2P 
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Shopeiei Paylateir seindiirii, PT. Commeircei 

Fiinancei adalah peinyeidiia layanan 

keiuangan yang meinawarkan kreidiit 

keipada peingguna Shopeiei Paylateir.  

Paylater dikembangkan oleh 

perusahaan fintech yang kemudian 

bermitra dengan toko online untuk 

menyediakan layanan Paylater. 

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian 

tertulis dan baku, di mana perjanjian 

tersebut telah dibuat oleh penyedia 

dana/PT. COMMERCE FINANCE. 

Bagi sebagian pengguna aplikasi Shopee 

yang belum memiliki cukup uang atau 

kartu kredit, namun sangat 

membutuhkan produk yang diinginkan. 

Kemudian Shopee merilis apa yang 

disebut metode pembayaran "beli 

sekarang, bayar nanti". Shopee Paylater. 

Dalam UU Pe irliindungan 

Konsume in yang beirlaku dii Iindoneisiia 

yaiitu UU No. Dalam Pasal 8 UU 

Pe irliindungan Konsumein Tahun 1999, 

hak dan keiwajiiban peingusaha diiatur 

dalam Pasal 6 dan 7 UU Peirliindungan 

Konsume in. Pasal-pasal teirseibut 

meingatur peiran atau keidudukan 

konsume in dan peilaku usaha dalam 

meikaniismei transaksii biisniis atau niiaga.17 

Me ikaniismei Peirjanjiian 

Pe imbiiayaan Pi injaman Paylateir Shope iei 

 
17Deky Priadi, “Pengawasan E-Commerce Dalam 

Undang-Undang Perdagangan dan Undang-undang 

antara PT. COMME iRCEi FIiNANCEi 

de ingan peimbeilii dan/atau peingguna 

pe imbiiayaan diibagii meinjadii tiiga tahap, 

yaiitu: 

1) Prose is pe irjanjiian peimbiiayaan pada 

pra-kreidiit Shopeiei Paylateir; 

2) Pada Pe irjanjiian Pe indanaan 

Pi injaman Paylateir Shopeiei; 

3) Se isudah peinandatanganan 

Pe irjanjiian Pi injaman Pe indanaan 

Shope iei Paylateir.   

Pe ingusaha tiidak dapat 

meinghiindarii fakta bahwa meireika 

di ibeibanii deingan hak, tugas dan tanggung 

jawab keitiika meinjalankan biisniis meireika. 

Untuk meindorong peirtumbuhan eikonomii 

dan ke ilancaran fungsii eikonomii pasar, 

se itiiap warga neigara beirhak atas 

ke iseimpatan yang sama untuk 

be irpartiisiipasii dalam produksii pe irusahaan 

yang se ihat, eifeiktiif dan 

e ifiisiiein. Pembayaran Shopee Paylater 

juga menggunakan fintech. Istilah fintech 

merupakan singkatan dari "fintech", yang 

berarti "financial technology" dalam 

terjemahan bahasa Indonesia. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia No. 1, Klausul 

1(1) 19/12PBI/2017 tentang Adopsi 

FinTech, FinTech dapat didefinisikan 

sebagai adopsi teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, 

layanan, teknologi, model bisnis efisiensi 

Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum dan 

pembangunan, Vol.8, No. 3, (Desember 2018), 

hal.654. 
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sistem, kelancaran operasi, keamanan 

dan kehandalan stabilitas sistem moneter 

dan keuangan. 

Ke itiika diiiimpleimeintasiikan, hak 

dan keiwajiiban peingusaha juga teirkaiit 

e irat deingan keiteintuan peiraturan 

pe irundang-undangan laiinnya, 

khususnya hukum peirjanjiian peirdata. 

Ke iwajiiban peidagang me irupakan 

konse ikueinsii darii hak konsumein, dan 

de ingan deimiikiian keiwajiiban teirseibut 

meirupakan peirwujudan darii hak 

konsume in, yang tujuannya adalah untuk 

meinciiptakan budaya tanggung jawab 

konsume in teirhadap peidagang iitu seindiirii. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Pengguna Paylater Apabila Terjadi 

Wanprestasi Terhadap Layanan 

Shopee. 

KUH Peirdata meingatur teintang 

peirliindungan korban atau piihak yang 

diirugiikan dalam beintuk gantii rugii.Pasal 

1365 KUH Peirdata meinyatakan bahwa 

barangsiiapa meilanggar hukum dan 

meiniimbulkan keirugiian harus meinggantii 

keirugiian yang diitiimbulkan. Seilaiin iitu, 

Undang-Undang Peirliindungan Konsumein 

juga meingatur teintang peirliindungan 

konsumein, seihiingga meinurut Pasal 1 Ayat 

(1) Undang-Undang Peirliindungan 

 
18Satjipto Rahardjo,“Penyelenggaraan Keadilan dalam 

Masyarakat yang Sedang Berubah.” Jurnal Masalah 

Hukum.,Vol. 10,(September 1993), hal. 74. 

Konsumein seigala upaya diimaksudkan 

untuk meinjamiin keipastiian hukum bagii 

peirliindungan konsumein. Peirliindungan 

hukum iitu seindiirii yaiitu beirbagaii upaya 

hukum yang harus diilakukan oleih aparat 

peineigak hukum.untuk meimbeiriikan rasa 

aman seicara piikiiran dan fiisiik keipada 

masyarakat agar meireika dapat meiniikmatii 

hak-hak yang diibeiriikan oleih hukum. 

Peirliindungan hukum juga meiliindungii hak 

asasii manusiia yang diirugiikan orang laiin. 18 

Ada se ijumlah upaya hukum yang 

teirseidiia jiika salah satu piihak gagal 

meimeinuhii peirsyaratan kontrak. .Kareina 

syarat-syarat kontrak yang teilah diiseipakatii 

be irsama harus diihormati i oleih keidua beilah 

pi ihak.Jiika di iteimukan peilanggaran teirhadap 

syarat-syarat kontrak atau wanpre istasi i, 

pi ihak yang meirasa diirugi ikan dapat 

meingajukan gugatan kei peingadiilan peirdata. 

Pe irliindungan konsumein.adalah 

se igala upaya yang diilakukan untuk 

meinjamiin keipastiian hukum dan 

meimbeiriikan peirliindungan hukum keipada 

konsume in. Kareina peirliindungan konsume in 

adalah keipeintiingan teirbeisar umat manusiia, 

se imua peimeiriintah beirusaha keiras untuk 

meincapaiinya. Peimahaman akan sali ing 

ke iteirgantungan antara konsume in, peilaku 

usaha, dan peimeiriintah  se irta keiteirkaiitan 

antara beirbagaii faktor yang sali ing 

be irhubungan me irupakan hal yang peinti ing 
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untuk meimahamii peirliindungan konsume in. 

Menurut Muchsini, perlindungan 

hukum adalah sesuatu yang melindungi 

subjek hukum melalui undang-undang dan 

memaksakan pelaksanaannya melalui 

sanksi. Ada dua jenis perlindungan hukum: 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan pemerintah 

diberikan dengan maksud 

menghentikan pelanggaran 

sebelum terjadi. Undang-undang 

dan peraturan menetapkan bahwa 

pelanggaran harus dicegah dan 

bahwa sinyal atau larangan harus 

diberikan saat melakukan tugas. 

b. Perlindungan hukum yang represif 

Kerusakan hukuman adalah 

pilihan terakhir dan termasuk 

hukuman seperti denda, penjara 

dan hukuman tambahan di mana 

perselisihan telah muncul atau 

pelanggaran telah terjadi.  

Ada beberapa solusi jika salah satu 

pihak tidak memenuhi ketentuan 

kontrak.Karena kedua belah pihak harus 

memenuhi persyaratan kontrak yang 

disepakati bersama. Jika ditemukan 

pelanggaran atau tidak terpenuhinya 

syarat-syarat kontrak, pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan gugatan di 

pengadilan perdata. 

 
19Rosida Diani, “Tanggungjawab Pelaku Usaha 

Perhotelan atas Kehilangan Barang Konsumen”, 

file:///C:/Users/notebook/2014/Downloads/218-

Se ibagaii peilaku usaha dan.konsumein 

yang teirliibat dalam hubungan  hukum, 

hubungan peingguna dan piihak Shopeiei 

teirliindungii deingan undang-undang 

pe irliindungan konsumein UU Peirliindungan 

Konsume in. Hadiirnya UU Pe irliindungan 

Konsume in sangat.diiharapkan dapat 

meimbeiriikan peingaruh  posi itiif, teirhadap 

pe ilaku usaha dan konsume in se ikaliigus 

kareina peirliindungan konsumein 

se ibeinarnya tiidak hanya beirmanfaat bagii 

ke ipeintiingan konsumein,  teitapii juga bagii 

ke ipeintiingan peilaku usaha. Dalam hukum 

pe irliindungan.konsumein,hubungan antara 

pe ilaku usaha diiseileinggarakan beirdasarkan 

asas manfaat, keiadiilan, keiseiiimbangan, 

ke iamanan dan keiseilamatan konsumein 

se irta asas keipastiian  hukum. 19 

Hal i inii di imaksudkan agar peirkara yang 

meinyangkut peirjanjiian hanya  dapat 

di iputuskan oleih pe ingadiilan peirdata. Oleih 

kareina iitu, pe irhatiikan hukum Iindoneisi ia 

yang be irlaku untuk peirjanjiian se ibe ilum 

pe inandatanganan. Hal iini i di ilakukan 

se ibagaii upaya untuk meingurangii 

wanpre istasii yang meirugi ikan salah satu 

pi ihak. Masi ing-masiing pi ihak dapat 

meinye ileisai ikan.keise ipakatan seisuai i deingan 

ke ise ipakatan yang reile ivan. Keitahuii opsi i 

hukum.anda jiika ada peirseili isi ihan yang 

di ise ibabkan oleih wanpre istasi i kontrak 

se ihi ingga Anda dapat meinye ileisai ikannya. 

Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf. diakses 

pada tanggal 9 Mei 2023 

file:///C:/Users/notebook/2014/Downloads/218-Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf
file:///C:/Users/notebook/2014/Downloads/218-Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf
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Ke itiika keise ipakatan antara para pi ihak 

gagal,  anda harus meimiiliiki i 

pe imbeinaran yang kuat untuk me inge ijar 

hukum peirdata. 

Ke imudiian, meinguatkan hasiil 

wawancara peineili itii juga meilakukan 

wawancara deingan Bayu Trii Haiidar 

se ibagaii pe ilanggan Shopeie i Paylateir 

be irdasarkan hasiil wawancara yang 

meimbe irii pe injeilasan bahwa akun yang 

di idaftarkan meimang adanya 

ke iteirlambatan peimbayaran tagiihan 

di ikareinakan iia seiri ing kalii atau bahkan 

jarang meimbayar tagiihan se ihiingga 

bi iodata yang teirdaftar se iri ing kalii 

teirbongkar, i ia meingatakan “Saya beirfiiki ir 

akun saya dii hack piihak laiin atau orang 

laiin teirnyata biiodata saya teirbongkar 

kareina teiman saya seiri ingkalii dii teilfon 

oleih pi ihak Shope ie i untuk meingi ingatkan 

saya untuk meimbayar tagiihan teirse ibut 

kareina hal iitu saya meirasa teirde isak 

di ikareinakan biiodata saya teirbongkar”. 

Hasi il wawancara laiinnya be irsama 

de ingan Ciika seilaku peimakaii akun 

Shope ie i Paylateir yang meimbeiri i 

pe injeilasan bahwa akun yang diidaftarkan 

meimang adanya keiteirlambatan 

pe imbayaran tagiihan di ikareinakan beiliiau 

ke isalahan meimiinjamkan saldo paylateir 

ke ipada teimannya seihi ingga beiliiau 

meingalamii ke irugiian pe inye ibaran biiodata 

akiibatnya teiman tiidak biisa me imbayar 

ke ikurangan tagiihan beirbulan-bulan ,iia 

meingatakan “saya  meingalamii 

ke irugiian kareina keite ileidoran saya 

meimpe ircayaii teiman saya untuk meimakaii 

akun Paylateir de ingan meimakaii biiodata 

saya se ihiingga saya meingalamii banyak 

gangguan seipe irtii bi iodata teirse ibar dan 

banyak orang orang meineilfon saya deingan 

nomor yang tak diikeinal kayak 

meingganggu ke igiiatan seiharii hari i.” 

De ingan meinggunakan konseipsi i Barat 

se ibagaii keirangka piikiir de ingan landasan 

pada Pancasiila, priinsi ip peirliindungan 

hukum dii Iindone isi ia adalah  pri insi ip 

pe ingakuan dan peirli indungan teirhadap 

harkat dan martabat manusiia yang 

be irsumbeir pada Pancasiila. Priinsi ip 

pe irliindungan hukum.teirhadap tiindak 

otoriitas di itampung dan beirsumbeir dari i 

konse ip teintang peingakuan dan 

pe irliindungan teirhadap hak-hak asasii 

manusiia kare ina meinurut.seijarahnya dii 

Barat, konseip-konse ip lahiirnya te intang 

pe ingakuan dan peirli indungan teirhadap 

hak-hak asasii meinusi ia diiarahkan pada 

pe inyiiksaan peimbatasan dan 

pe ileitakan.keiwaji iban masyarakat dan 

pe imeiri intah. Kontrak yang meingi ikat. 

Aki ibat hukum meinurut hukum pe irdata 

be irlaku bagii ke idua beilah piihak. Ada dua 

akiibat hukum yaiitu peimutusan kontrak 

atau peimutusan kontrak dan wanpreistasi i. 

Kontrak dapat diibatalkan jiika peingguna 

dana teilah meinyeileisai ikan tagiihan 

pe imbayaran seisuai i keise ipakatan dan 

pe ingguna dana teilah meimeinuhi i 

ke iwajiibannya seisuai i deingan Pasal 1754 
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KUH Pe irdata Jeirman. Jiika keise ipakatan 

kontrak keiuangan teirpe inuhii, maka 

kontrak teirse ibut de ingan seindi iriinya 

teirpe inuhi i dan hubungan hukum deingan 

PT COMME iRCE i FIiNANCE i de ingan 

pe imbeilii dan/atau peingguna dana hiilang.  

Se ibaliiknya, jiika keiwajiiban para piihak 

tiidak te irpeinuhi i atau hak salah satu piihak 

tiidak teirpeinuhi i, maka piihak teirseibut akan 

meinde iri ita keirugi ian. Orang yang 

meinye ibabkan keirugiian harus 

meinanggung akiibat atau konseikue insi i 

hukum darii peilanggaran kontrak. 

Kontrak ke iuangan meingiikat para piihak, 

yaiitu PT COMME iRCE i FIiNANCE i dan 

para peimbeili i dan/atau peimakaii harta 

ke ikayaan yang diiatur dalam Pasal 1338 

KUH Pe irdata, se igala peirjanjiian yang 

di ibuat oleih para piihak seicara sah meinurut 

hukum peimbuatnya. Akiibat hukum 

laiinnya adalah keilalaiian atau peimbi iaran 

se irta peirbuatan meilawan hukum. 

Hukum Me inye ibarluaskan Data 

Pri ibadii Orang Laiin (Konsume in), 

 se ilama proseis pi injaman Shopeie i 

Paylateir, .data priibadi i konsumein diimi inta 

 untuk meini ilaii calon peimiinjam dan 

meimastiikan bahwa orang yang namanya 

teircantum dalam apliikasii. Namun,vpada 

ke inyataannya, iinformasii teirse ibut seiri ing 

di isalahgunakan untuk meimbuat orang 

takut keitiika peimbayaran tiidak di ibayar. 

Pada akhiirnya, dalam kasus dii mana 

konsume in meimiili ikii akse is kontak, para 

koleiktor meinggunakannya untuk 

meinagi ih kontak kontak, meimbuat 

pe imiinjam meinjadii leibiih ge iliisah. Para 

koleiktor.meimbuat orang-orang dii 

se iki itarnya takut. Data priibadi i iitu se indiiri i 

data yang beinar dan nyata yang diigunakan 

untuk meingi ideinti ifiikasi i se ise iorang. Se ilaiin 

i itu, Pasal 1 angka  27 Undang-

Undang No. 82 Tahun 2012 meine itapkan 

bahwa data priibadi i adalah data iindiivi idu 

teirte intu yang diisi impan, diirawat, dan 

di ijaga keibe inarannya dan keirahasiiaannya. 

Se isuai i deingan KUHPe irdata, peilanggaran 

tiindak piidana, dan peilanggaran hak asasii 

manusiia, tiindakan peingambiilan data 

nasabah meirupakan salah satu beintuk 

pe irbuatan meilawan hukum. Oleh karena 

itu, penting untuk melindungi data pribadi 

untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan digunakan sesuai dengan 

tujuan dan tidak disalahgunakan. 

 

        Kesimpulan 

Pe inye ileisai ian wanpreistasi i.yang 

di ilakukan oleih pi ihak Shopeie i Paylateir 

se ibe ilum meingabarii re ikan-reikan peingguna 

atau meineilfon pe ingguna yang se iri ing 

teirganggu adalah deingan cara neigosi iasi i 

atau non liitiigasi i. Prose is pe inye ileisai ian 

se ingke ita yang.diilakukan dii luar 

pe ingadiilan atau meilaluii le imbaga 

pe inyeile isaiian se ingkeita alteirnatiif di ikeinal 

se ibagaii non-liitiigasi i. Se ingke ita yang 

di igunakan oleih Shope ie i Paylateir adalah 

pe iriingatan dan teiguran yang di itujukan 
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untuk meimpeirbaiiki i si ituasii pe ingguna saat 

meime inuhii pe imbayaran tagiihannya. 

Prose idur pe inyeile isaiian se ingkeita 

di ilakukan oleih pe ingadiilan. Namun, jiika 

pe iriingatan Shope iei Paylateir ti idak 

meimbantu, maka diipeirlukan langkah 

ke idua beirupa peiri ingatan yang meiliiputi i 

tanggal jatuh teimpo peimbayaran 

pi injaman,jumlah total yang diibayarkan 

dan peiri intah untuk meimeinuhi i 

ke iwajiibannya.  Peiri ingatan diibeiri ikan 

se ise iri ing mungkiin, teitapii jiika deibi itur 

masiih tiidak pe ircaya deingan tulus dalam 

pe imeinuhan layanannya, Shopeiei paylateir 

akan meincoba untuk meimbatalkan 

pi injaman.  

Dalam hal iini i piihak Shope ie i Paylateir 

meinanggapii.de ingan meilakukan proseis 

dan meimbuat peingguna meirasa bi ingung. 

Tiidak ada proseis leibi ih lanjut teitapii pi ihak 

Shope ie i hanya meinanggapii untuk 

meimbayar.dan meinuntut seisuai i aturan 

yang ada tanpa meinyadarii bahwa 

pi ihak.Shopeie i Paylateir salah akan 

meinye ibarkan biiodata peinguna yang 

meingalamii keindala keiuangan. Namun 

jiika tagiihan beilum diibayar, PT. 

COMME iRCE i FIiNANCE i. me ilaluii 

Platform Shopeie i, Anda dapat meingambiil 

langkah-langkah untuk meinceigah 

pe imbeilii atau peingguna dana 

meinggunakan Meitodei Pe imbayaran. 

Shope ie i Paylateir sampai i tagiihan 

pe imbayaran lunas.  

Dalam hal ini, bukan kontrak 

tertulis atau sertifikat yang dikeluarkan 

oleh orang yang berwenang yang 

digunakan untuk memproses kontrak, 

tetapi kontrak elektronik, yang 

selanjutnya disebut sistem P2P. P2P 

(Peer to Peer Lending) adalah penyedia 

layanan keuangan yang 

mempertemukan pemberi pinjaman dan 

peminjam untuk menyimpulkan 

perjanjian pinjaman secara langsung 

dalam sistem elektronik melalui 

Internet. Menurut Shopee Paylater, PT. 

COMMERCE FINANCE adalah 

penyedia layanan keuangan yang 

menawarkan kredit kepada pengguna 

Shopee Paylater.   

Se ikarang ada peirli indungan priivasi i 

dan data priibadii dalam syste im hukum 

nasi ional, teitapii siituasi inya.beirbe ida 

teirgantung pada iindustrii. Me iski ipun 

be ilum ada undang-undang khusus, iitu 

tiidak beirartii bahwa.ada undang-undang 

yang meilarang peincuri ian atau 

pe imbocoran data priibadii. Data pri ibadi i 

di ijeilaskan dalam Pasal 1(1) PP No. 20 

Tahun 2016 Meinteiri i Komuniikasi i dan 

Iinformatiika Reipubliik Iindone isi ia teintang 

Pe irliindungan Data Priibadii Dalam 

Si iste im Eileiktroni ik. 

Hubungan pengguna dan Shopee, 

sebagai pelaku usaha dan konsumen 

yang terlibat dalam hubungan hukum, 

dilindungi oleh UU Perlindungan 

Konsumen. Diharapkan bahwa UU 

Perlindungan Konsumen akan 
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berdampak positif baik pada pelaku 

usaha maupun konsumen karena 

perlindungan konsumen melindungi 

kedua pihak. Berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata, pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan hukum tersebut juga 

memiliki tanggung jawab hukum satu 

sama lain. 

Apabila pengguna dalam Perjanjian 

Pembiayaan secara Shopee Paylater 

melanggar ketentuan yang tercantum di 

dalam perjanjian tersebut, pihak tersebut 

harus membayar sesuai yang ditentukan 

dan jika pihak Shopee melanggar aturan 

dengan cara menyebarkan biodata pihak 

Shopee harus bertanggung jawab juga 

karena pengguna juga merasa tertekan. 

Otoritas Jasa Keuangan, lembaga sektor 

jasa keuangan, melarang keras 

penyebaran data pribadi oleh 

penyelenggara sistem pembayaran pinjam 

meminjam berbasis elektronik (paylater). 

Sebagai pengguna sistem pinjam 

meminjam elektronik berbasis teknologi 

dan informasi seperti Shopee Paylater, 

kita dapat melihat bahwa kekhawatiran 

dan kekhawatiran harus segera diatasi 

oleh pemerintah dengan menetapkan 

peraturan yang melindungi data pribadi 

konsumen dan mekanisme paylater. 
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